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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah
Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Dimana dalam Pasal 4 ayat (1)
Perda No. 8 Tahun 2005 melarang setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan,
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan
umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah
penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-
sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota
Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran yang dilakukan oleh Satpol PP,
serta untuk memperoleh data-data mengenai kendala apa yang dihadapi oleh Satpol PP Kota
Tangerang dalam melaksanakan Pasal 4 Ayat (1) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu
pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Dalam
penulisan ini penulis melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Tangerang dan ditunjang dengan observasi lapangan di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut : masyarakat Kota Tangerang
setuju dengan disahkannya Perda No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, karena
masyarakat sangat terganggu dengan keberadaan praktek pelacuran di Kota Tangerang. Dalam
pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2005 Satpol PP melaksanakan dalam periode 6 (enam) kali
selama 1 (satu) bulan. Dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2005, Satpol PP dibantu oleh
pihak-pihak lain, antara lain KPM (Kantor Pemberdayaan Masyarakat), Pihak Kepolisian,
Garnizun, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2005 pada tahun 2006, Satpol PP telah menangkap 563
pelacur dalam operasi penertiban. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa
Satpol PP dalam melaksanakan operasi penertiban pelacuran selama tahun 2006 dilaksanakan
secara serius, karena banyaknya jumlah pelacur yang tertangkap. Dari hasil penelitian juga
diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masyarakat masih merasa bahwa kinerja Satpol PP
dalam penegakan hukum Perda No. 8 Tahun 2005 masih kurang tegas dan juga sebagian besar
masyarakat merasa keberadaan pelacuran di Tangerang keadaannya tetap setelah disahkannya
Perda No. 8 tahun 2005.

Dalam pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2005 oleh Satpol PP, dilakukan dengan
cara siapapun wanita yang terjaring dalam operasi penertiban pelacuran langsung dibawa menuju
kantor Dinas Ketentraman dan ketertiban Kota Tangerang, di Kantor Dinas Trantib para wanita
tersebut disidik oleh PPNS dan bila wanita tersebut dapat membuktikan bahwa ia bukan pelacur,



maka wanita tersebut dibebaskan. Pembuktian yang dilakukan oleh wanitya tersebut dilakukan
dengan cara menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat 1zin Mengemudi), jika
memang wanita itu beralasan dia adalah pegawai suatu perusahaan maka ia harus menunjukan
kartu anggota perusahaan tersebut, dan jika 3 (tiga) bukti sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh
si wanita, maka Satpol PP masih memberikan kelonggaran dengan meminta wanita itu untuk
menghubungi anggota keluarganya yang dapat menjamin bahwa ia bukan pelacur. Tetapi jika
wanita tersebut tidak dapat membuktikan seperti hal tersebut diatas maka wanita tersebut akan
langsung ditangkap.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1)
Peraturan Daerah Kota tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran adalah adanya
interest group (orang yang berkepentingan lain), bocornya informasi kegiatan penertiban, alasan
klasik (kesulitan ekonomi dan tidak memiliki keahlian), ancaman hukuman yang rendah, dan
kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pelacuran.



